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PEFSTUF-AFI BUPATI KTTTAI KAF.TANEGAFS
NOMOR !.E TAHLIN 2{}13

TETg_TANG

STRUKTUR ORGANESASI DAN TA?A KEP..FA
UR-IT LAYAI{AI{ PENA&DAAES BF-RANG,j J-qSA

DENGAN RqHMAT TUEIAN YAHG MAHA ESA

BLIPATI KUTAI I$,RTAI$EGARJL,

bahl".'a untuk meiaksanakan ketentuan dalam Pei'atu;'an
Preqirlcn N-nrnnr <4 'l'qhr rn )O1 n tentqt:,cv Par-r oqrf qqr,

Parancv/-lqs+ Pcmerir,iah cehaoaimana fplah Air:hah l-relreranouv vva uP-4

kaii terakhir ci,engan Fer-a-Lr-rran Fresrden i{cnaor 7G Tarirt\n 2Ai2
tentang Perubahan Keciua Atas Peraturan Presicien Nomor 54
Tahun 2010 teniang Pengarlaan Barangi.iasa Pemerintai-r,
maka perlu segera ditindakiasjuti peiaksar-raan peralurarr
dimaksud;

bahwa untuk mcw-ujudkan dan mciaksanakan Pengadaan
Barangf Jasa- Pemerintah Daerah di Kabupa-ten Kuta-i
Ka,rtanegara sebagaima,na dimak*.ud pa-dz huruf a diatas, periu
membentuk mengenai struktur organisasi dan tata kerja yang
terkait dengan penga,iaan baraeg/jasa;

hahrrza l-rcrrlacarlzan ncrfimhanoan cehaoaimana rlimalzqrrd

nr.4+ hrrrrrf o Aon 1...-rrf h tercel-rrrf rliafac nnrlrr m+mhpnt:rL
Pquu u uulr u_vuuL uruuuu,

Feraturan tsupati terri-a-ng Stru-ktur Orga*isasi da-n Tat-a- Kerja-
Unit Layanan Pengaciaan Barangi jasa;

Ur:dang-Unriang Nomor 17 Tahun l95g tentarrg Penetapan
Unriang-Unciang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan llaerah Tingkat Il di Hrafmantan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) scbagai
Undang-Und-a-ng Republik Indonesia (Lembaran Negara-
Repubiik Inct-onesia Ta-hun i959 Nomor 72, Tambahan
I-emharan N.esara Renrrhlik Tnrjonesia Nomor 1$2Oi:_ !_vt7

Undang-Un<1e,ng Nomor 20 Tahl:n 2001 tent-ang Perubahan Atas
I Jnriqno-T Tnrlancr Nlnrrrnr ? 1 Tahr rn 1 OOO fcniqn o Pcrn'ncrqnf a qarr

Tinrlalz Diriana l{nrrrr.ei /I eml-raran ]\Ipoora Penrrhlilz Inrlnnpaia
\uvrlrL-qr qrr 1! vbul

Tahun 2OA'! i.{omor i34, Tambahan Lembaran Negara Repuri:iik
incionesia lriomor a 1 50);

Unciang-Undang Norrlor 1,7 Talrun 2OO3 tente.ng Keliangan
Negara (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2AO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Nega::a (L+mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
iriomor 5, Tambahan Lembaran i.legara Repubiik indonesia
Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahr-:n 2AA4 tentalg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu-niik Indonesia
Nomor 4437) setelah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Kedua Ata-s Undang - Llndang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara R-epublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia i.lomor a9afl ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(i,embaran Negara Repubiik in<ionesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 44381;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
PengeloLaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rerublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lersbaran Negara Repukriik Ind<-rnesia Nomor a4OOl;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2A1l Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

9. Peraiuran Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOS Nomor 11O, Tambahan Lerrrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Penl.usunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia i.iomor 4585);

11- Peraturarr Pernerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
fumbinaan cian Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C05
Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5931;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2CO6 Nomoi' 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46La\;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeri.ntah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia l.iomor 4737i;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOZ tentang
Organisasi Peraagkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaram Negara
Republik Indonesia Nomor a74lJ;

15. Peraturan Presiden F'iomor 1O6 Tahun 2OAT tentang Lem-baga
Ke bij akan Pen gaci aan Bar ang / J asa Pemerin tah ;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan
Barangf Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kaii terakhir dengan Peraiuran Presiden Nomor 70 ?ahun 2A12
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang lJasa Pemerintah:

17. Peraturan Menteri Da-Iam Negeri Repr-rblik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Ncmor 2! Tahun 2Al!
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Da,lam Negeri
Repubiik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeioiaan Keuangan Daerah;

t8- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2OO7 tentang Petun3uk Teknis Penataan Organrsasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2O1O tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2AO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2ALL tentang
Pembentukan Produk Hukrrm Daerah;

2A. Peraturan Daerah Kabupaten Kutal Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Fdenjadi
Kewenangan Pemerintatran Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Thhun 2OlO tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2O7O Nomor 16);

22. Perat:uran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor li
tahun 2O11 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2OOB tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2All Nomor 11);

23. Feratrrran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2Al2 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2Oi2 Nomor 12);



MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAIY BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT L.AYAIS-AN PENGADAAN
BARArrc/JASA.

BAB I
KETENTUAN UMI-TM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini Srang dimaksud dengan :

1. Satuan Ke{a Ferangkat Daerah yang seianjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada Ci
Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lemba€a pernerintah
bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 1O6 Tahun 2OOZ tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan.

3. Unit Layanan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut ULP
adalah Unit Organisasi Non Struktural yang bertugas untuk
menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara secara terintegrasi dan
terpadu sesuai dengan peraturan perunriang-undangan yang
beriaku.

4. Kepala, adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa-

5. Sekretaris adalah Sekretaris Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pengadaan seianjutnya disebut Pokja adalah
tir,r, yang terdiri dari atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat
keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyediaan
bar a-ng I jasa pemerintah.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan dari Penaerintah atas
kornpetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan
barang/jasa.

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa secara
eiektronik atau yang diiaksanakal dengal menggunakal
tei<nologi informasi cian transaksi elektronik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya Cisebut PPK adalah
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barangljasa.

6.

7.

8.

9.



I O Pcncrcrrrna Anooarqn qelqnirrfnrre riiqehrrf pA qdqlnh neiehqf
pemegang kervenasgan peng8plnaan allggaran SKPD.

11. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA aCalah
pe-iabat yang ditetapkan oleh Bupati uniuk ine;:ggr:ilakan
I1L Lt )-' -

12. Panitia PengaCaan adaiah tim yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk
rncii3'cienggiii-a:kan pengaci3216 i-rir-i-a:ng7''.;asa- 1:emerinLair ya:ng
peiaksanaannya melaiui prosedur pemiiihan.

13- Pejlabai Penga'i.a,am adalah personii ya:rg r-ner-r-r-iliki ser-iifi-kat
keahlian Pengaciaan Barangf Jasa yang meiaksanakan
pengadaan Bai'ang1 Jasa.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan 5r3ng menuqjukan
tugas, tanggungiawab, welr.renang dan hak seseorang P--gantai
Negeri Sipii iala-r suatu si=,tltan ci-gatrisas;i y:,ng dalain
peiaksanaan tugasnya diciasarkan pacia keahiian dan/aiau
keterarnpilan tertentu serta bersiiai mandiri.

BAB II
MAKSUD DA}i TL;JUAN

Pqcal ?

Maksud dibentuknlra stru-ktur orga-nisasi dan tata ket_la unit
la3ranan pengadaan barang/jasa adalah pela5ranzr, dan
pembinaan terhadap pelaksanaan pengadaan -barang/jasa- di
f ,--.1.-- '-.'-. f ,--L-'- fl- --L-rr<ruutruLvrr rruLur rlur r.ur r\.5sr (1.

Tujuan ini adalah uniuk rnenibantu Bupati dalam
m= i aks a n ek art ke i;ij ai.-an 

-r- 
e nga d a al b ar artg / ja s a p em erin tah

menjacii iebih terpadu, efisiensi, efektii transparan,
persaingan sehat dan aicuntabei.

BAB IIi
KEDUDUKAI{ DAN P,.UANG LI}.IGKUP

T TI\TT.-F T fr -r/ A iri tr 'l\i i-)E1i\Tfl A T-r A A 'rriiJlf i i -Irai.-l .a1rt.a1lY rlj.tY\J.ll.lJl-!'l-tl\

Bagian Fiesatu
IZeAttAttlzqn

Pasal .Q,

ULP Barang/Jasa berkedudukan di Sekretariat Daerah pada
Bagian Adrninistrasi Periengkapan dan Ci iabat oleh Kepala
Bagian Ac.ministrasi Periengkapan sebag,ai iiepaia L;L'E sei:ta
bertanggungj awab kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.

/1\

(2)



Raoian Kerlrrn

R-uang Lingkup

Pasai 4

Ruaag I-lngkup pelaksall aa-a tu-gas U LP rnehpr-;-ti penyelen s-ga: a$i
pengadaan barangrijasa yang sebagian danr/atau seluruhnya
bersumber Cari Anggaran PenCapatan Can Belanja Daerah.

Dacal (
I AUUr V

Pelaksanaan Pengadaan Barang/-Iasa han3ra dapa-i diiakukan
nleh T TT P arialal-' '

l^^- 1-^-^*- /*^1-^J^^- 1--^-^+-,1-^: /:^^^ 1^:---,^ A^^*.a. pei-rgarJaai-r Daraiig/ peKe{aan Konslru.L(si/lasa lalnnva oengan
niiai diatas Rp. 2O0.O0O.O0O,- (dua ratus juta rupiah);

1- ^-*^-.l^-* ;^^- l-,^*-,,1+^--; A-^*^^ *:l-; l;^+^^ If,-.t-,. }Jr-rr54rJc!-arl -ia-i>a F-\,l,l.JL{lL#lsr Lrr-rrSarl rl.l.l u.l,<ILaD r\-i-,.

5O.OOO.OO0,- (lima puluh juta rupiah).

c. pengadaan barang/pekerjaan konsti:uksi/jasa lainnya dengan
nilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua rat-rs juta rupiah)
danfatau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling
tirrggi RFr. 50.OOO.COO,: iiima puluh juia: rupiahi darpar'
diliaksanakan oieh personii ULP sebagai pejabat pengadaan
daniatau menunjuk 1 isatu) orang Pejabat Pengadaan pada

- 
Cr iz-T-lFrIr-aaa5rrrti-rIriaSilrB r)nrIJ.

BAB IV
STRUKTLIR ORGANISASI

Daoal A

(i) Struktur Organisasi LrLP ditetapkan sesLrai dengan
kebutuhan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

q Kenala.

h Sekretnris: r{nn

c. Kelonapok Kerja (POKJA) terdiri dari :

L. Kelompok Kerja Pengadaan;

2. Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi;

3. Kelompok Kerja Jasa Konsultansi; dan

4. Kelonapok Kerja Jasa Lainnya.

{2) Kepa.-la IJLP sehage-irnana dirnaksr:d pad-a a-,va-t i1) hiir,tf a-,

dapat merangkap sebagai pejabat pengadaan.

i3) Sekretaris sebagarrnaaa d-irnaksr-;-d pada- aya.t {1) hur'.-:-f l-r,

d.apat merangkap anggota.

{4i Kclompok Kcrja scbagaimana dimaksud pada ai'at {1} huruf
c, dipimpin oleh seorang Ketua.

5



(5) Bagan struktur organisasi Ur.P sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahka*
-1---: n^ .^-Ll l--l

lrrrr: , \,r(rr-ut<Att uulJ<r 1.r rrrrr

BAB V
KELOI\{POK JABATAN FUIqGSIONAL

P*snl 7

Kelcmpok Jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan
keahlian, kebutuhan dan keterarnpilan sesuai dengan ketentuan
yang beriakr:.

BAB VI
TATA KERJA

Pnsel R

(1) ULP v;ajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja
dengan SKPD Kabupaten.

(2) ULP v.,ajib berkoordinasi dan rnenjalin hubungan kerja
dengan LKPP.

Pasal 9

{'l ) F{rrhrrnsAn l{er-ie IILP rlengan SKPI-1 rnelir:rrfir, ^, ----5*--

a. menjrampaikan laporan periodik tentang perkembangan
pelaksanaan pengadaan;

b. mengad.akan konsultasi secara periodik atau sesuai
dengan kebutuhan dlaam rangka penyelesaian persoalari
yang dihadapi daiam pi-c)ses penga-cla-an;

c. memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam
pcn_v us unan perencanaan pe nga,jaa.n i:arangi jasa; riai i

d. meiaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian
pelai<sanaan pengariaan yang diberikan Bupati.

{2} Hubungan Kerja ULP dengan LKPP, meliputi :

a. nnenlrarnpaikan laporan sernester hasil pelaksanaan
pengadaan;

b. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam
rangka penyelesaian persoalan yang Cihadapi Calam

-^-*^J^^-^.r- ---

c= mela-ksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam ha1
peng;rdaan barang ijasa; dan

d. memberikan masukan kepada LKPP untuk peru-musan
str ate gi darr kebij akan penga<i aarr bar a,i:r g i j asa.



BAB Vii
KETENTUAN FENLITIJP

D^^^l 1 ni aJal iu

/ 1 ! I T-^;^- 'T,,^^- I TI D -:*,-; li^+,,- +:--.:.. .J;-; .1.^,1^*

Pcrafrrran irr^o+ii vialuiaii uuPali.

i2.1 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati
ini ciitetapkan lebiir ianjut ciengan Keputusan Bupari.

Pasai i i
Perqfrrrqn Rrrnafi ini mrrlai Lrcr'lq'tzrr ceialz ianooo'l rlirrnrlanolzon

Agar setiap orang mengetahuinya, mei-fieriritahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini ciengan penempatann-ya ciaiam Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

F)ifctqnkqn rii Ten cronr^no

pada tanggal 29 April 2013

BUPATI I{UTAI I{AR,TANEGAR.A -

\ ,z-=->\-/-\--( '/@
FJTA WEDYASAFJ

T\. ;,, ^, 1., ^,.t. ., ^, I ; T- ^. r,.,r.! r,., ri,-r.r rrrf_r rr-1fl_r,5^fl-r r (-tr r 1-.r r55fl.r rrr 15

pada ianggal 30 Aprii 2A13

ItE r\tA,f, l. r,irfi-t't lrr:l.E It,-rtfl

I{ABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

,/

,(
,/

Dra FIrr nAf,/fANS,\ZAIf IrI S,i /
r[IP. 1965G302 199403101 I

BERITA DAERAH IiARL]PATEN KLTTAI ICARTANEGARA TAHLTN 2O1-" NOMOR 18
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